
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR ** TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Nomor l2BlpUU-
)(III|2OLS, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang:
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

b.

sehingga berimplikasi hukum
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;

bahwa untuk menyesuaikan

dalam

dinamika

C.

perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di Kabupaten Cianjur maka Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor S Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b-, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati.Cianjur Nomor 41
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;



Mengingat : 1.

)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomo.r 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

Undang-Urrdrr,g' Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia " Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 4L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6381);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Dbsa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2077 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Ll2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negdra' Republik indonesia Tahun 2Ol7
Nomor l22l);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaiatan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 89);

2.

3.

4.

5.

6.



Menetapkan

.)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor s
Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OlS
Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4l Tahun 2OlS
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201S
Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN .BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA PESA.

, PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 4I Tahun 2015 tentang tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
J. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih
kepala desa yang bersifat langsung, llmttm,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara
serentak adalah pemilihan kepala desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama dengan
mempertimbangkan jumlah desa dan
kemampuan biaya pemilihan.

3 Kabupaten aclzLlan Kabupaten Cianjur.
4. Bupati ad:r1al: Bupati Cianjur.
5. Pemeri"ntah Daerah adalah Pemerintah Kairupaten

Cianjur.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh. pelimpahan kewenangan
pemerlintahan clari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



9.
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8.

11.
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13.

14.

15.

16.
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, yang selanjutnya di.sebut
DPMD aclalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa
yang mempunyai wewenarrg, tugas dan kewajiban
untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Pegarnrai l.,legeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah \varga negara Indonesia yang
mempunyai syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparalur , Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Desa adalah clesa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa q"dalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urllsan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesir:L

Pemerintaha,Ln Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa
sebagai urtsur penyelen ggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disi:rgkat BPD atau yang disebut dengan nama
lain adalah iembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merllpakan wakll
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan seara demokratis.

Perangkat desa adalah unsur pembantu Kepala
I)esa yang terdiri atas sekretaris de$a, pelaksana
kewilayahan dan pelaksana teBnis.

Musyawarah Desa adaiah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk
pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
Panitia 'yring dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

10.
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Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh
Bupati pada tingkat kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala
Desa yang telah memenuhi persyaratan dan
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon
yang berhak dipilih menjadi Kepaia Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah caion Kepala
Desa yang rnemperoleh suara terbanyak dalam
pelaksanaan pemiiihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Dbsa adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat oleh pejabdt yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun rnraktu

Pemilih' adalah penduduk desa yang
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan
untuk menggul-Iakan hak pilih dalam pemilihan
Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya
disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkarr data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum teraklrir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenara.nnya serta ditambah
dengan pemilih baru.

Daftar Pemi.lih Tambahan yang selanjutnya
disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkuta.n belum terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat
DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam
pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para
pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

Pengawas aciaiah pengawas' pemilihan Kepala
Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan
pengawasan terhadap seluruh tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara dan perhitungan suara.

Peraturan Desa adaiah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan 'oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

18.

t9.

20.

21.

24.

22.

23.

26.

27.

25.

28.
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29. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan IIPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa.

31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian rn ilayah dalam de sa yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
Pemerintah Desa.

32. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan, rnitra pemerintah desa dan lurah
daiam ;nemberdayakan masyarakat.

33. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat,
perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok
pengrajin$. perwakilan kelompok perempuan dan
perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa
yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

34. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh
keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh
masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan desa.

35. Rukr:n Warga, yang selanjutnya disingkat RW
adalah bagian dari wilayah kerja Kepala
Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di
wilayah kerjan5ra yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa atau i,urafi"

36, Rukun Tetangg:r, [ang selanjutnya disingkat RT
adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
peiayanan pemerintahan dan kemaysrakatan
yang ditetapkan oleh Pemerintah DEsa atau
Lurah.

37. Biaya pemiiihan adalah biaya pemilihan kepaia
desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan
kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.

38. Hari adalah hari kalender.

Ketentuan Pasal .4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi s'ebagai berikut:

Pasal 4
(1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan

pemiiihan kepala desa serentak secara

2.
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bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun.

(2) Perencanaari sebagaimana climaksud parla ayat.(1.)
meliputi kegiatan sebagai berikut:
a" melakukan pengelompokan waktu

berakhirnya masa jabatan kepala desa di
wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6
(enam) tahun;

b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di
lingkr-rngan kabupaten yang memenuhi
persvarat,a:r sebagai Penjabat Kepala Desa;
dan ,

c. 'rnembuat perencanaan anggaran yang
diperli-rkan untuk -pelaksanaan pemiliban
kepala desa dalam setiap gelombang. I

Ketentuan hurufrf ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasa.l 5

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupa.ten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
pemiliharr kepala desa terhadap pa.nitia
pemilihan kepala desa tingkat desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak
suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pemiiihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara
dan perlengkapan pemiiihan lainnya kepada
panitia pemilihan;

f. melaksanakan pengawasan terhadap sehrruh
tahapan pemilihan kepala desa;

g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;

h. melakukarr evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemiiihan secara tertuiis
kepada Bupati; dan

i" melaksanakan tugas dan wewenang lain
yang ctritet"apkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia Perniljhan Kabupaten sebagaimana
dimaksud patla ayat (1) terdiri atas unsur :

a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Wakil ketria;
d. Sekretnris;
e. Anggoti;L terdiri atas Camat, Unsur Satuan



f. Staf Sekretariat terdiri atas unsur DPMD a.r, 'i i
unsur kecamatan"

(4) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
berkedudukan di Bidang Pemerintahan Desa pada
DPMD.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
€1. perencanaan dan koordinasi pemilihan

kepala desa;
b. fasilitasi sarana dan prasarana pemilihan

kepala des;r;
c. penga\\,,asan dan penyelesaian perseli.sihan

pemilihan kepala desa. t "

(6) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian
tugas Panitia Pemiiihan Kabupaten ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat'(2) diubah, di antara huruf a dan
huruf b ayat (5) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf
a.1. dan a.2., dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal
36 disisipkan I (satr-i) ayat yakni ayat (6A), sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dibentuk
Panitia Pemi"lihan yang bersifat mandiri dan tidak
memihak"

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) d.isesuaikan dengan kebutuhan
berdasarkan jumlah TPS dan kemampuan
keuangan (APBDesa).

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a. Linsllr perangkat desa;
b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
c. tokoh masyarakat desa,

(4) Susunan keanggotaan Panitia Pemiiihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merarigkap anggota; dan
c. anggota.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c dibagi dalam bidang tugas antara iain:
a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan

vaiidasi pemilih;
b. bidang pendaftaran, penelitian berkas dan

penetapan calon kepala desa;
c. kfidang kampanye; dan
d. bidang pemungutan suara dan penetapan

calon kepala desa terpilih.
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(6) Panitia pemilihan sebagaimana diimaksud pada
ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, ffiengawasi dan
mengenclalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

a.1. menetapkan jumlah dan iokasi TPS;
a.2. membentuk anggota Panitia Pemilihan

Kepala Desa yang bertugas di TPS sebanyak
5 (lima) orang per TPS;

b. merencanakan dan mengajukan biaya
pemilihan kepada Bupati melaiui Carnat;

c. melakr-rkan pendaftaran dan penetapan
pemiiih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan
bakai calok berdasarkan persyaratan yang
diterrtu[an.

e. menetapkan calon yang telah memenuhi
pegsyarat.an;

f. menetapkan tata cara pelal<sanaan
kampanyc;

g. mene lapkan tata cara pelaksanaan
pemilihan;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan,
perlengkapan dan tempat pemungutan
suara;
melaksa:nakan pemungutan suara;
menetapkan hasil rekapituiasi penghitungan
suara dan mengumumkan hasil pemiliha.n;
menctapkan caion kepala desa terpilih; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan
peiaksanaan pemilihan.

(6A) TPS sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6)
huruf a.1 berjumlah ganjil dan paling sedikit
berjumlah 3 (tiga) TPS.

(7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pacla ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan BPD.

(8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara
tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(9) Dalam menjalankan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib
menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya
proses pemilihan dengan aman, tertib, dan
demokratis.

5. Ketentuan Pasai 52 ayat (1) huruf g dihapus sehingga
Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

. Pasal52

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. warga Negara Republik Ind'onesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

i.
j

1.t\..

l.
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c. memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Repubiik indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. clihapus;

h. tidak sedang menjhlani hukuman pidana
penjara;

i. tidak fiernah dijatuhi hukuman penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
rnempunyai kekuatan hrrrkum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa Yar,g
bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

1. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan;

n. surat rjin tertulis dari pejabat yang
berwenang bagi ASN yang berstatus PNS dan
surat pengunduran diri bagi ASN yang
berstatus Non PNS; dan

o. surat pengunduran diri dari jabatan bagi
anggota TNi, PNS TNI, anggota POLRI dan
PNS POLRI, yang dikuatkan dengan
keterangan dari instansi berwenang.

Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan
bakal calon kepala desa untuk diteliti
keabsahannya.

Pernfataan sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
apabila dikemudian hari terbukti tidak benar,
maka ba.ka1 calon/calon yang bersangkutan
dinyatakan gugur

(3)
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Ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf e diubah sehingga
Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan
pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu g
(sembilan) hari berdasarkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

(2) Fendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan penyampaian kelengkapan
dokumen persyaratan.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. su.ral keterangan -sebagai bukti sebagai

\ rarga negara indonesia dari" pejabat tingkat
kabupalen, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon kepala desa sebagaimana dimaksud
dalam Pa.sal 52 ayat (1) huruf a;

b. s,jrat pernyataan yang di.buat dan
ditandatangani oleh caion kepala desa
sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat
calon kepala desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf f, dan huruf m;

c. foto kopi ijazah oendidikan formal dari
tingkat dasar atau sederajat sampai dengan
tlazalt terakhir mini.mal SLTP atau sederajat
yang tela.h dilegalisasi oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang serta menunjukan
bukti ijazah asii, sebagai brukti pemenuhan
syarat calon kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d;

d. foto kopi akta kelahiran atau surat
keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat calin kepala desa
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1) hr.rruf ei

e. foto copi kartu tanda penduduk dan kartu
keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang dengan menunjukkan
asiinya;

f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan
bahu.a tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdaselrkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum teta.p karena
melakr-ikan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 6
(lima) tahun atau lebih, sebagai bukti
pemenuhan syarat calbn kepala desa
sei:agaimar:a dimaksud dalam Pasal 52 ayat
I1 ) hr rrr rf T'
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g. surat keterangan dari Ketua pengadilan
Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak
pilihnya sesuai dengan putusan pengaclilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
kepala desa sebagaimana dimaksud c1a1am
Pasal 52 ayat (1) hurufj;

h. surat keterangan berbadan sehat
berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah
Sakit Umum Daerah, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon kepala desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat
(1) hurr-rf k;

i. surat kr:terangan bebas narkoba elan zat
adiktif lainnya berdasarkan hasil
pemeri$snan dari Rumah Sakit Umum
Daerah, sebagai nukSi pemenuhan syarat
calon kepala desa sebagaimana dimaksud
ddlam Pasal 52 ayat (1) huruf I;

j surat pernyataan tidak pernah menjadi
kepala dr:sa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
baik berturut-tr*rrut maupun tidak berturut-
turr-rt baik di clesa yang sama maupun di
desa yang berbeda dibuat di atas kertas
bermatera,i cukup, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon kepada desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf m;

k. daftar rirn ayat hidup calon kepala desa yang
dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala
desa;

1. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);

m. pas foto berwarna terbaru calon kepala desa
dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat)
lembar;

n. surat ,jin tertulis dari pejabat yang
berwenang bagi ASN yang berstatus pNS dan
surat pengund.uran diri bagi ASN yang
berstatus Non pNS; dan

o. surat pengunduran diri dari jabatan bagi
anggota TNI, PNS TNI, anggota POLRI dan
PNS POLRI yang dikuatkan d.engan
keterangan dari instansi berwenang.

(4) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksudpada ayat (4) dibuat sebanyak 4 (empat)
rangkap masing-masing untuk Panitia Pemilihan,
BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

,"
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Ketentuan ayat t2) dan ayat (3) Pasal 81 diubah
sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Calon kepala desa yang memperoleh suara
torbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calon kepala desa terpilih.

(21 Dalam hal jurnlah calon kepala desa terpitih yang
memperoleh suara terbanyak yang sama lebih
dari 1 (satu) calon, calon tepilih dltetapkan
berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang
lebih luas.

(3) Wilayah peroleha4 suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
perolehan suara yang sah berdasarkan sebaran di
TPS yang lebih luas dengan jumlah selisih
perolehan r,1"ru. yang sah antar fpS yang lebih
sedikit.

Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah sehingga Pasal 92
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan
pada APBD.

(2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan
alokasi forrnula, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pagu alokasi dasar setiap desa nominatif

diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah); dan

b. pagu alokasi formula dihitung sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah) dikalikan jumlah
hak pilih.

(3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud pada ayat t2) meliputi biaya untuk
pengadaan:
a. surat st-lara;
b. kelengkapan peralatan lainnya;
c. honorarium Panitia Pemilihan; dan
d. biaya pelantikan.

(4) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2\, Pemerintah Desa dapat
menganggarkan kegiatan penunjang Pemilihan
Kepala Desa dalam APB Desa tahun
bersangkptan yang digunakan r-intuk kebutuhan
pada Pelaksanaan pemungutan suara.

8.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
,-."-pada tanggal !4 **qutur A$ffi

BUPATI CIANJUR,

*T--}po*UHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal !4 &gu*tnu SSt$

KABUPATEN CIANJUR,

DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ?${9 NoMoR *g

NA HARIAN


